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Menimbang

Mengingat

BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR :20 TAHUN 2011

T E N T A N G

URAIAN TUGAS JASATAN STRUKTURAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

: a. bahwa dengan ditetapkannya perubahan struktur organisasi Sekretariat

DPRD Kabupaten Buru Nomor 0l Tahun 2008 maka untuk menjamin

kelancaran hrgas perlu dilakukan penyesuaian uraiaD lugas Sekretariat

DPRD Kabupaten Buru;

b. bahwa penetapan waian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman

dalam pelakianaan tugas pada Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah:

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

: 1. Undarg-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaiau (Lembaran Negata Republik Iodonesia Tahun 1974 Nomor

55, Tambahan Lembarar Negara Republik lndonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah deugan Undang-Undang Nomor 43 Talun

1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negan Republik

Indoncsia Tahur 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

li.cpublik lndonesia Nonlor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 46 fahun 1999 Tcntdng Pcmbenlukan Propinsi

Malulcu Utara, Kabupaten BurLr d.ur Kabupatcn Maluku Tenggnra Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 'i'ahun 2000 'fentang Pembentukan

Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupalon Maluku Tenggara



.1.

4 .

7.

8 .

5.

Barat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 73'

Tambahan Lembaran NegaraNomor 3961);

Undang-Undang Nomor l0 
'l 

ahun 2004 Tentang Penbeniukan Pemtumn

I'cfundang-UDdangan (Lembaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 53, 'fambahan l,embaran Ncgara Republik lndonesia Nomor

43n9);

Undalg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 l'cntang Pemerintulran Daerah

(Lembaran Negara Republik Indotresia 'l'ahur 2004 Nomor 125.

Tambahan Lembaran Negard Iiepublik Indoncsia Nomof 4437)

sebagaimana telah diubah dengan lJndang-Undang Nomor 8 Tahur 2005

Tentang Pengtapan Peratuan Pemcrinlilh Pcngganti Undang-Und.rng

Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pefubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mcnjadi Undaig-Undang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negam Nomor 4548);

Undang-Undang Nonor 33 Tahun 2004 Tentang Pcrimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dar Peme ni.ahan Daerah (Lembaran Negata

R€publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas

Peratura{ Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Stuuktual (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002);

Peratura.n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintalan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten4(ota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peratwan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 teotang

Organisasi Pprangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

Peraturan Daerah Nomor 0l Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daemh (Lembaran Daenh Kabupaten BuIu Tahun



!

I
a 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor

I  o ' t '

t
I

I 
MEMUTUSKAN:

l - .
Menetapkan : TERATURAN BUPATI BURU TENTANG URAIAN TUGAS

I JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU'

I

T

I BAB I

I KETENTUAN UMUM

I Pu'ol I

I  _ .  -- 
Dalarn Pefaturan inl ) irng di lnaksuo dcngan :

l _
a. remenntall uaeran adalal Bupati Bunr dan perangkat Daerah yang iain sebagai unsur

It  penl elenggara Pemerinlahan Daerch:

I
b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru:

I
c. Kepa]a Daeran adalai BtlpatiBun:

I
- d. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupatcn Buru;
I

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralyat

l _- Daerah Kabupaten Buru:

I 1 Sekrelariat DPRD ada.lah Seketaiat DPRD Kabupaten Buru;

It g. Pemngkat Daemh adalah umur pembantu kopala daerah dalam Penyelenggiuaan

I pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaria( Da€rah, Seketariat DPRD, Dinas

I Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dar Kelurahan;

I h. Jabatan Struktual adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang

I dan hak seomng pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi

I negara;

I i. Pejabat Stuktulal yang dimaksud adalah untuk jabatan struktural eselom Il, III dan eselon

I IV dan V;

I

I

I

I

I
I
t 3
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BAB II

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN IIAKYAT DAERAH

f

,

t Pasal2

| (1) Seketaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyd tugas membantu tsupati dalam

il memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinao dan Anggota DPRD.

| (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dali :

t a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;

I 
b. Penyelenggaraan Administlasi keuargan DPRD;

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD:
t

d. Penlediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang dip€rlukan oleh DPRD;

t
e. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi keda bawahan untBk

I kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;

t
I Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;

t
_ g. Melalcsanakan Lugas lain yang,diberikan oleh arasan.
I

I BAGIAN UMUM

Pasai 3

(1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan adminiskasi, urusan dalam
t

dan tala usana.

/
(2) U.aiirn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dad :

I
_ a. Memberikan pengiuahal clan pctunjuk kepada para Kcpala Sub bagian pada Bagian Umum
I

sesuar bldangtugasrya;
t

b. Menyusun rencana kegiatan urusan rumah tangga dan pfotokolcr dalam menunjang kinerja
t- 

3nggoLa DPRD dan Sekrerariar DPRD;
t

c. Menyelenggarakan dan mengendalikan adninistrasi tata pcrsuratan, kearsipan DPIID dan
I JeKfeul ar Dewan;

a
d. Men]'usun rencana kebutuhan pegawai, promosi dan mutasi dalam jabatan sesuai

I- kebutuhan;

I
e. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, m€nilai prestasi kerja bawahan untuk

' kelancaran pelalcsanaiur tugas serta penbinaan dan pengcmbangan karier pegawai;

I  . , .- 
f. Melaporkan hasi I pelaksanaan lugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasanj

I
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

I

I

I

I
f 4
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I
' SUB BAGIAN URUSAN DALAM

t Pasal 4

-tt (l) Kepala Sub Bagian Urusan Dalam nempunyai tuBas pcnyelenggaraan urusan

I Kerumahtanggaan dan perlengkapan.

| (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

, a. Mengkaji dan melaksanakan peratuan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

, dibidang inventaris dar asset serta menyusun rencana pejaksanaan kcgiatan yang ada pada

t Sub bagian Urusan Dalam;

I t. Meiaksanakan nanajemen adrninistrasi dan dukungan kerja yitng optimal kepada pimpinan

I dan anggora DPRD:

I c. Melaksamkar urusan rumah tangga DPRD da.lam rangka memberikan pelayanan pdma

t kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

I a. Melaksanakan pemeliharaan gedmg DPRD serta pelgawasan dan konholing terhadap

I keamanan, ketertiban, kebersihan dan kstentraman lingkungan kantor;

I e. Mengglola operasional kgndaraan dinas dan barang inventaris daerah pada lingkup

I Seketariat DPRD;

I f Menyiapkan laporan barang (aset) SKPD:

I g. Mendistribusikan tugas, menberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

! kelaacaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dao pengembangan karier pegawai;

I fr. Melaporkan hasil pelaksalaan tugas secara berkala maupun sewaktu-wakfu kepada atasan;

I i. Melaksanakan tugas lain yang,diberikan oleh atasan.

I
I 

,UB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 5

I 
l:1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas nrenyelenggarakan dan nengendalikan

administrasi p€rsuratan, kcarsipan dan kepegawaian
I

/2) Uraian tugas sehagairrrarur r l inr:r lsurJ pada ayat (1) Lerdir i  daui :
I -

I 
a. Mencatat dao mcDdislribusikan surat nrasuk / dan surat kcluar. sc(a dibcrikan penomoran;

I 
b, Menghimpun dan mengarsipkan peraturan perundrng-undrmgan diur ketentuan lain yang

, 
b"rkaitan dengan bidang tugas dan fllrgsi DPRD;

! 
c. Mengelola peryustakaan Seketariat DPRD;

t d. Melaksanakan urusan kepegawaian;

I
I
l 5

I
t
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e. Mendistribusikim tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

StJI} I}A(;IAN HUMAS DAN PIIOTOKOL

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai 1ug0s tnelaksanakan kegiatan dibidang

hubungan masyarakal meliputi iniomrasi, komunikaui, dokumentasi, pemberitaan dan

penyajian data serta pelayanan keprotokolan daur perjalanan dinas,

(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri daril

a. Mengumpulkan, m€ngolah, mengamlisa data dan inlbrmasi yang berkaitan dcngan

pemberiiaan;

b. Melakukan kerjasama dengan media massa (cetak dan elektronik);

c. Mengkoordinasikan penyajian, pemberitaan media cetali dan elektronik;

d. Publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;

e. Melakukan koordinasi antar Kepala Sub Bagian terkait dcngan tugas dan tanggungjawab

dalam mendukung pelaksanaan agenda DPRD maupun tugas-tugas lainnya;

I Menyelenggarakan tugas keprotokoian yang meliputi tata tempat dalam kegiatan DPRD;

g. Menyiapkan kelengkapan dokumen perjalan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;

h, Metryelenggarakan lata usaha Sub Bagian Humas dan Protokol;

i. Mendistribusikan tugas, membei petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaa.n dan pengembangan karier pegawai;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;

j. Melaksanakan tugas lain yarg diberikan oleh atasan-

BAGIAN RISALAH DAN PIRSIDANGAN

Pasal 7

('1) Kepala Bagian Risralah dan Persidangan mempunyai tugas merumuskan, menyiapkan dan

menyelenggaraan rapat dan penFrsunan risalah rapat.

(2) Umian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:



7
E

1 
" 

Memberikan Pengarahan dan petunjuk kepada para Kepala Sub bagian pada Bagian

I Risalah dan Persidangan sesuai bidang tugasnya;

t b Mengkoordinasikandanmengkonsultasikanmateri-materipersidangan;

B 
" 

Mengatur persiapatr yang berhubungan dengan pelaksaraan acara sidang DPRD;

F a Mengkoordinasikan penyusunan dsalah rapat;

I . Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi keia bawahan untuk

I t"lancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan kaier pegawai;

t f Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-wal1u kepada atasan;

7
s Melalsanarkan tugas lain yang Ciberikan oleh atasan'

I
I
I 

*IIB BAGTAN RISALAH

n 
Pasal 8

| (1) Kepala sub Bagiar ltislldr mcmpunyai tugas merumLrsldn, menyiapkan dan menyusun risalah

I 
rapat DPRD.

7 @ Uraian tugas sebagzLimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari :

I a. Memantau dan mengikuti jalannya rapat-tupat DI'llD:

t b. Mengumpul dan mengestimasi bahan untuk pembu.rtan risalch rapat paripurna dan rapat-

I rapat DPRD;

I c. Menyiapkan bahan, msmbuat dan atau menyusun serta mcnyampaikan Iaporan hasil

I persidangan kepada kepala Bagian risalah dan persidaugan;

I d. Menyusun risalah rapat untuk di tandatangani oleh Pimpinan dar Sekretariat Dewan;

I e. Mendistribusikan tugas, membe petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk

I kglalrcaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pcngembangiur karier pegawail

I f Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;

I g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

I

I SUB BAGIAN PERSIDANGAN

I 
Pu.ul 9

I
(1) Sub Bagian Persidaagan mempunyai tugas mei.rmuskan, melaksanakan dan m€nyiapkan ruang

I- 
rapat dan menyediahlan bahan penidangan DPRD

I
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t€did dai :

t
I
I
I



t
,

t a. Menyediakan daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD;

I b. Mempersiapkan ruang raparsidalg;

r 
c. Menghimpun dan menyediakan data bahan acara persidangan;

,
d. Menclftnbuskan tugas, memberi petuniuk, menilai prestasi keda bawahan untuk

t kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pertgembangan karier pegawai;

I
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sevr'aktu-waktu kepada atasan;

.
f, Melaksanaka! tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3
I

T 
SUB BAGIAN LEGISLASI DAN PERUNDANC-UNDANGAN

I 
Pasal 10

t (l) Kepala Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangafr mempunyai tugas perumusar,

t 
pen)'usunan,pengaw.lsandanevaluasiperahrmnpetundaDg-undangan'

t (2) Uraian tugas sebagaimana dimakSud pada ayat (1) terdiri dari

I a. Menghimpun dan mempeiajari peraturan petundang-undangan, petunjuk teknis serta

a bahan-bahan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD;

I b. Menyusun rancangan produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah' peratuan DPRD,

I keputusan DPILD dar keputusan Pimpinan DPRD;

I c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja./instansi terkait dibidang peratuan penmdang-

I undangan;

a d. Pengelolaan pendoku cntas;an produk hukum:

I e. Pengelolaan Kcalsipan l,cgislasi dan Perundang-undangan;

I 1. Menyelenggarlkan tala usaha Sub Bagian PcratLrfurl l)crundang-undangan;

I g. Mendistribusil.an tugas, memberi petunjuk, rncnilai pre$tasi keria bawalarl unluk

I kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pcngcnbangan karier pegawai;

t h. Melaporkan hasil lelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu kepada atasan;

I i. Melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasrn.

I
I 

BAGIAN KEUANGAN

Pasal l l

I 
(l)Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengelola

administrdsi keuangan.
t -
I
t
l 8

I
I



,

il
il (2)Uraian nrgas sebag|lirnarra dimaksucl pada ayat (l ) tcrdiri drfi :

t a. Memberikan pengarahan dan petunjuk kep.da par kcpala sub bagiall pada bagian

if keuangan sesuai bidang tugasnya;

I b. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan;

il c. Mempersiapkan dan menyampalkan laporan keuangan kepada pimpinan DPRD rlan

il Seketaris DPRD;

I d. Mendistribusikan tugas, menlberi petunjuk, monila; prestasi kerja bawahan untuk

, kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;

, e. Melaporkar hasil pelaksanaan tugas secan berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;

? i Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

I
!
I 

SUB BAGIAN ANGGARAN

I 
Pasal 12

I 
(1) Kepala Sub Bagian Artggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penlusunan

_ a[ggaran rutin dan pembangunan DPRD dan Seketadat DPRD
I

I 
(2) Umian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :

t 
a. Menlusun dan menyiapkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (ppAS), Kebijakan

, 
Umum Anggararl (KUA), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan

Anggaran (DPA) SKPD;
a
t 

b Men]'usun dan menyiapkar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIp)

SKPD;
t
I 

c. Menyiapkan Laporan Penyelenggaraar p€meriltah Daerah (LppD) SKPD;

I 
d. Menliapkan Rencana Kerja (RENJA)SKPD:

! e. Mendistribusikan tugas, memberi pettLnjul, menilai prestasi kerja bawahan untuk

I 
kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan kaier pegawai;

I 
i Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu_waktu kepada atasanj

I g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

I
T

I
I
I

I

I
l e



I
il

I SUB BAGIAN PEMBAYARAN

I Pasal 13

il (l) Kepala Sub Bagiar Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan, pelayanan permintaan

I pembayaran kepada Anggota DPRD dan Sehetariat DPRD.

I (2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :

I
a. Menyiapkan SPP - LS pengadaan baralg dan jasa yang di sampaikan oleh bendahan

t pengeluaran;

I
b. Menyiapkan admirtislrasi kcuangan yang berkaitan dengan permintaan dan p€mbayaraD!

I
c. Menyiapkan SPJ dun laporan keuangcn:

I
-- d. Mendistribusikan tugas, membed petunjuk, ntcnilai prestasi kerja bawahan untuk
I ,

kelancamn pelaksanaa! tugas sertapembinaar dan pengembangan karier pegawai;

I
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secaE berkala tnaupun scwaktu-waktu kepada ataseml

a
- f. Velaksanarlan lutas lsin yang diberikan oleh rlasrn.
T -

T
I SUB BAGIAN VERIFIKASI

I Pasal 14

I (t) Kepala Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas meneliti kelengkapan administrasi keuangan

t dan melakukan penyusunan pembukuan laporan keuangan.

t (2)UraiantugassebagaimanadimaksudAyat(1)terdirida :

I a. Meneliti kelengkapan SPP - LS dan SPM pengadaan barang dan jasa yang disampaikan

I oleh bendahara pengeluaran;

I b. Meneliti keiengkapan SPP- UP, SPP-GU, SPP LS gaji, dan tunjangan Anggota DPRD

I dan PNS serta penghasilan lairmya;

I c. Melakukan Verifikasi SPP;

J d. Melakukan Verifikasi harian atas pengeluaran;

I e. Melaksanakan akuntansi SKPD;

t  " , -- L Menyiapkan data dan laporan keuangan SKPD:
T

g. Mengarsipkan administrasi Keuangan;
I
_ g. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja bawahan untuk
t -

kelancaran pelaksanaan tugas lerta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
I

a. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
t
I
I

l l 0
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b. Melaksanakan tugas lain yang drberikan oieh atasan.

BAB III

KETENTUAN LAIN I,AIN

Pasal 15

Bagan Struktur Orga:risasi Sekr€taia1 Dewan perwakilan Ral(yat Daerah Kabupaten Buru adalah
sebagaimana terdapat datam lampiran pgratulall ini dan merupakan bagian tak teryisahkan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakrurya peraturan Bupati ini maka pemturan Bupali Buru Nonor 43 Tahur 2007'fentang 
Uraian Tugas Sekretariat Dewar perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru dinyatalian

tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan iDi mulai berlaku sciak tunggal ditetapkan.

Ag.r supaya setiap orang mgngetahuinya, memcdntahkan pcirgundangan pera(uran ini dengan
penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buru.

Diletapkan di

pada

Namlea

4 Juni 20

l|"a BUITU,

M. }ITJSNIE HENTIHU
Diundargkan di Namlea

pada tanggal, 24juni 2011
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